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Daam menjalankan jabatannya, notaris harus selalu teliti dan berhati-hati. Hal ini dilakukan untuk
menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa ke pengadilan dan membuat akta menjadi jadi
batal demi hukum. Tesisini menganalisis penggunaan Pasal 85 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor
2/Pdt.G/2019/PN Prn; dan jugatindakan preventif yang dapat dilakukan notaris untuk menghindari
kesalahan dalam pelaksanaan RUPS. Putusan yang dianalisis dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan
Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn. Metode penelitian yang digunakan adal ah yuridis normatif
dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan
Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan dan menganalisis tindakan preventif yang dapat dilakukan
notaris dalam pelaksanaan RUPS. Hasil penelitian dalam tesisini adalah Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat Notaris tidak berkekuatan hukum karena menyal ahi
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang perseroan terbatas. Penggunaan Pasal 85 ayat (4)
UUPT belum terlaksana dengan baik dalam pemungutan suara dalam akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa No.01 Tanggal 2 Februari 2019 disebabkan kuorum untuk pengambilan
keputusan rapat yang tidak terpenuhi. Adapun saran dalam tesis ini adalah perlunya Notaris dalam
memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada penghadap sesuai ilmu kenotariatan yang
dimilikinya, agar akta yang dibuat sesuai dengan aturan hukum peraturan perundang-undangan. Upaya
tersebut dilaksanakan notaris untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang
dibuatnya di kemudian hari.

...... A notary must always be thorough and careful when performing his duties. Thisis needed to avoid
mistakes that could result in legal disputes and render the deed null and void. In the Paringin District Court
Decision Number 2/Pdt.G/2019/PN Prn, this study analyzes the use of Article 85 paragraph (4) of the Law
on Limited Liability Companiesin the General Meeting of Shareholders, as well as preventive actions that a
notary can take to avoid mistakes in the GM S implementation. The decision analyzed in thisthesisis the
Paringin District Court Decision Number 2/Pdt.G/2019/PN Prn. The Paringin District Court Decision
Number 2/Pdt.G/2019/PN Prn is the case examined in this thesis. The research method used was normative
juridical with explanatory research typology. The purpose of this research is to examine the implementation
of Article 85 paragraph (4) of the Company Law and to analyze the preventive actions that can be taken by a
notary in the implementation of the GMS. The findings of this thesis show that a Notary's Deed of Minutes
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) has no legal force sinceit violates the law,
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particularly the Limited Liability Company Law. Since the quorum for making meeting decisions was not
fulfilled, the use of Article 85 paragraph (4) of the Company Law was not properly implemented in voting in
the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.01 dated February 2, 2019.
The requirement for aNotary to provide legal counseling in advance to the appearers based on their notarial
knowledge is proposed in this thesis, so that the deed made is in accordance with the legal rules and
regulations. A notary undertakes this effort in order to avoid future legal issues arising from the authentic
deed executed.



